DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib, 2009, Menoropong Khazanah Notaris dan PPAT di
Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chomzah, Ali Achmad, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)
Prestasi Pustaka, Jakarta.

Efendi Bachtiar, 1983, Pendaftaran di Indonesia dan Peraturan-
Peraturan Pelaksanaannya, Penerbit Alumni: Bandung.

E. Utercht, 1963, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbitan
dan Balai Buku Ichtiar, Djakarta.

H.R. Ridwan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers:
Jakarta

Harsono, Boedi, 2005, Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan
UUPA isi dan Pelaksanaannya, jilid I, cet. 10, edisi
revisi, Djambatan, Jakarta.

--m-ommo-———--- 1988 PPAT, Akta PPAT, dan Permasalahannya,
Makalah, Temu Ilimiah Mahasiswa Notariat se-Indonesia,
Candra Wilwatikta, Pandaan, Jawa Timur.

Indrawan, W.S, 1998, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Lintas Media,
Jombang.

Soedjenro, J. Kartini, 2001, perjanjian peralihan hak ata tanah yang
berpotensi konflik, Kanisius, Yogyakarta.

Lumban Tobing, GHS, 1980, Paraturan Jabatan Notaris, Erlangga,
Jakarta.

Miru, Ahmadi, 2008, Hukum Perikatan, P.T Rajagrafindo Persada,
Jakarta.

N.E Algra, H.R.W. Gokkel-dkk, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema
Andrea, Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Jakarta.

Parlindungan, A.P, 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia, C.V Mandar
Maju. Bandung.

--m-ommmemmem—-——-——-- 1985, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara
Pejabat Pembuat Akta Tanah, cetakan 5, Alumni,
Bandung.

Perangin, Efendi, 1994, Praktek Jual Beli Tanah, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Ruchiyat, Eddy, 1984, Sistem Pendaftaran Tanah dan Sesudah
Berlakunya UUPA, Armico, Bandung.

126



Sadyohutomo, Mulyono, 2008, Manajemen Kota dan Wilayah Realita
dan Tantangan,. Bumi Aksara, Jakarta.

Salindeho, John, 1993, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar
Grafika Persada, Jakarta.

Sitorus dan Minin, 2006, cara menyelesaikan karya ilmiah dibidang
hukum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Soebekti. R dan R. Tjitrosoedibjo, 1985, Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita,
Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.

Soerodjo, Irawan, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di
Indonesia, Arkola, Surabaya.

Sutedi, Adrian, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,
sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar
Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dengan putusan Nomor
009-014/PUU-111/2005.

Literatur lain
Adjie Habib. 2008. Notaris dan PPAT di Indonesia. www.

Hukumonline.com

Kamus Besar Bahas Indonesia, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan-Balai Pustaka, Jakarta, 1994



Lelita, Yenny : 2007, Kedudukan Hukum Blanko Akta Tanah PPAT dalam
Pendaftaran Tanah di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta.

Majalah Media Notariat. Edisi 9 November 2008.

Majalah RENVOI, No. 8.44. IV, Jakarta, 3 Januari 2007

Majalah YURIDIKA, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 17
No. 2, Surabaya, Maret 2002.

Santoso, Urip : 2007. Tugas PPAT dalam Pendaftaran Tanah. Makalah

Sudjito : 2005, Penyelesaian konflik sumberdaya Agraria, makalah
disampaikan pada kuliah perdana Magister Kenotariatan
di Unhas, Makassar.

Surabaya Post, Surabaya, 31 Januari 2001

Wojowasito : 1990, Kamus Umum Belanda Indonesia, PT. Ichtiar Baru-
Van Hoeve, Jakarta.

128



